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Abstract: 
This study aims to determine and analyze the implementation of sharia principles in the murabahah financing agreement deed in Islamic banking. To find out and analyze the role of a notary in the implementation of sharia principles in the murabahah financing agreement deed in Islamic banking. This type of research is normative juridical with a statutory approach. The results of this study indicate that the principles implemented by the notary in making the deed are: the principle of voluntary, the principle of keeping promises, the principle of prudence, the principle of certainty, the principle of mutual benefit, the principle of equality, the principle of honesty and transparency, the principle of ability, the principle of convenience. The role of a notary in making an authentic deed in every business agreement in Islamic banking is very important. The notary is not only directly related to his authority in making the authentic deed required in the cooperation, but also other agreements made between Islamic banks and customers to get more guarantees of legal certainty for both parties. The suggestion from this research is that a notary or PPAT official in making a deed for the benefit of a Sharia contract, should continue to prioritize Sharia principles. The government should in making regulations related to the position of a notary for the benefit of sharia economic transactions should include sharia principles or principles that must be carried out by a notary or PPAT official.
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Abstrak: 
Penelitian ini berujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akta akad pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akta akad pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip prinsip yang diimplementasikan notaris dalam pembuatan akta yaitu: prinsip sukarela, asas menepati janji, prinsip kehati-hatian, prinsip kepastian, prinsip saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, prinsip kejujuran dan transparansi, prinsip kemampuan, prinsip kemudahan. Peranan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah sangatlah penting. Notaris bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah, notaris atau Pejabat PPAT dalam membuat akta untuk kepentingan akad Syariah, hendaknya tetap mengedepankan prinsip-prinsip Syariah. Hendaknya pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan terkait jabatan notaris untuk kepentingan transaksi ekonomi Syariah hendaknya mencantumkan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah yang harus dilakansakan oleh Notaris atau Pejabat PPAT.
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PENDAHULUAN 
Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika dikaitkan dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan berbagai belahan dunia, maka kedudukan Notaris mempunyai posisi strategis, khususnya dalam pembuatan akta atau dalam literatur perbankan syariah, lebih lazim disebut dengan akad.

Notaris oleh negara dilimpahi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum privat, berkenaan dengan pelaksanaan akad-akad syariah, sering diminta untuk mengautentikkan hubungan hukum para pihak. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Bank sebagai lembaga keuangan, memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnis, seperti: akad pembiayan, perjanjian kredit, termasuk perjanjian tambahannya yakni mengenai pengikatan jaminan. Pada umumnya bank-bank konvensional lebih melibatkan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian/perikatan dibandingkan dengan bank syariah. Namun demikian, saat ini bank-bank syariah sebagai subsistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam UUPS juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Namun, hal yang perlu ditekankan disini adalah produk-produk bank syariah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta notarisnya pun harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syariah.

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan hal yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Salah Satu akad yang dibuatkan akta otentik adalah akad murabahah. Akad murabahah sebagai salah satu akad dalam perbankan syaria memiliki landasan dalam Alqur’an, yaitu firman Allah swt. dalam Q.S. Al Muzammil (73) Ayat 20. Murabahah adalah suatu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Pendapat lain mengemukakan Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam Muamalah Islam.

Murabahah sebagai salah satu akad di dalam perbankan Syariah dalam proses pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga yaitu notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam praktek, ada notaris yang membuat dan meresmikan akta tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah akad syari’ah dan hanya sekedar menerima order dari perbankan syariah yang bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang rukun dan syarat sahnya akad berdasarkan syariah.

Berdasarkan deskripsi di atas maka penulis mengangkat judul, “Peranan Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”. Adapun permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah adalah: sejauhmana pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam akte akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah? Bagaimana peranan notaris dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam akta akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah?  
METODE 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur. Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum.
 Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas bahan Hukum Primer yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan). dengan menggunakan content analisys dengan teknik analisis deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah 

Akad Produk Perbankan Syariah berdasarkan UUPS 2008 terdiri atas Akad Penghimpunan, Akad Penyaluran/Pembiayaan, dan Akad Jasa. Akad-akad yang merupakan perjanjian tersebut bentuknya bisa di bawah tangan dan berupa akta notaris. Dalam pembuatan akad produk bank syariah tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, zhalim, maisir, riswah, dan objek haram. 

Dalam pelaksanaan akad, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, di dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi.20 Dilanjutkan Pasal 44 UUJNP yang memuat ketentuan “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabilaa ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya.”
Format akta akad pembiayaan pada bank syariah termasuk akta akad pembiayaan murabahah bil wakalah sudah dilakukan standarisasi pada setiap lembaga keuangan atau Bank itu sendiri. Namun tidak mengurangi kewajiban Notaris untuk bersifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Undang-undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai akad produk perbankan syariah. Akad Produk Pembiayaan yang berbentuk Akta Notaris pedoman pengaturannya masih tersebar. Dalam bentuk Fatwa DSN-MUI, terdiri atas Fatwa tentang Murabahah, Salam, dan Istisna, menggunakan akad Tijarah dengan konsep jual beli. Fatwa tentang Ijarah, Ijarah Muntahia Bittamlik, menggunakan akad Ijarah dengan konsep sewa dan sewa beli. Lalu Fatwa tentang Musyarakah, Mudharabah, menggunakan akad Syirkah dengan konsep kerja sama modal usaha. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Penyaluran Dana terdiri atas PBI Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna’, Akad Ijarah, Akad Qardh, dan PBI Pembayaran Multijasa.Peraturan-peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian dibukukan dalam bentuk Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), tentang Produk dan Aktifitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diantaranya juga menyebutkan tentang akad produk perbankan syariah yang harus merujuk pada prinsip syariah. 

Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pedoman berupa Buku Standar Produk Murabahah dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah. Kemudian telah diterbitkan pula Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah guna melengkapi buku pedoman yang diterbitkan sebelumnya. Dalam bidang peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada perbankan syariah, tidak dikenal perjanjian kredit akan tetapi dikenal dengan pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) dan atas pembiayaan tersebut dapat diberikan agunan. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 25 UUPS ditegaskan bahwa: “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga memerlukan barang atau benda jaminan tambahan, ternyata dalam penjaminan tersebut masih mempergunakan Undang-Undang Hak anggungan (UUHT), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang tidak syariah dan juga belum ada lelang syariah. Contohnya dalam SKMHT dan UUHT misalnya masih ada kalimat pelunasan utang, perjanjian utang-piutang, kreditor, debitor dan kredit dalam lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan secara konvensional. Padahal, kata-kata tersebut tidak dikenal dalam akad perbankan syariah karena bergantung pada akad yang dibuat antara nasabah dan bank Syariah (Pandam Nurwulan, 2018: 628).

Berpijak dari ketentuan prinsip syariah serta rukun dan syarat akad dalam hukum Islam berikut ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatan perbankan syariah, khususnya berkenaan dengan akad produk perbankan syariah berbentuk akta notaris,
 dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Pertama, memperhatikan bentuk akad produk pembiayaan yang dipakai dan digunakan sebagai dasar hukum berbuat dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian dalam hubungannya dengan ketentuan prinsip syariah dalam bidang muamalah seharusnya dituliskan secara tegas lafadz basmallah. Penulisan lafadz basmallah dimaksudkan sebagai pemenuhan prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai ke-Tauhid-an bahwa segala sesuatu pekerjaan, baik pekerjaan membuat akta bagi notaris atau para pihak masing-masing, maupun klausul-klausul yang dituangkan dalam akad disadari tidak mungkin terlaksana kecuali dengan bantuan dan kekuasaan Allah SWT. Bahkan selain terlaksana hal yang diperjanjikan, juga mempunyai nilai ibadah yang bermanfaat dan membawa berkah dikemudian hari. 
Pencantuman lafadz basmallah dijadikan sebagai penanda bahwa akta autentik tersebut menggunakan prinsip syariah, sejalan dengan ajaran untuk mengawali suatu pekerjaan maupun kesepakatan kerjasama dengan menyebut nama Allah. Secara yuridis sebenarnya belum ada aturan atau produk hukum yang mengatur dan memberi pedoman pembuatan akta akad syariah, apalagi mewajibkan pencantuman lafadz basmallah pada awal akta. Di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) tentang akad jual beli murabahah, akad ijarah dan lainnya, tidak diatur secara tegas tentang kewajiban mencantumkan lafadz basmallah. Di sana hanya diatur kesepakatan atau shigat al-‘aqd harus dinyatakan secara tegas dengan cara lisan maupun tertulis, bahkan dapat dilakukan secara elektronik yang sesuai syariah dan juga peraturan perundang-undangan.
 
Kedua, bertitik tolak dari ketentuan rukun dan syarat akad yang pada intinya menyangkut subjek dan objek belum dipahami secara semestinya oleh para pihak, khususnya bank syariah. Pernyataan kehendak dalam suatu akad dinyatakan dalam ijab qabul yang terjadi antara para pihak seyogyanya dilakukan secara bersama-sama antara nasabah dengan bank. Namun dalam implementasinya misalnya dalam bentuk pembiayaan, kesepakatan yang dilakukan oleh subjek akad itu dilakukan terlebih dahulu oleh nasabah dengan penyedia barang dalam bentuk MoU. Lalu kemudian MoU yang sama dibuat juga oleh bank dengan penyedia barang. Keadaan demikian memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan membuat kesepakatan secara murni, wajar, tanpa unsur-unsur yang mempengaruhi dan menyesatkan yang merusak kehendak para pihak. Kemudian terkait dengan objek yang diperjanjikan yang harus dapat ditransaksikan dan tidak bertentangan dengan syara, dalam implementasinya bank syariah sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan betindak sekaligus sebagai penyedia barangnya berdasarkan MoU dengan pihak ketiga sebelumnya. Langkah ini dilakukan karena barang yang akan dibiayai harus berada dalam kekuasaan atau milik dari pihak selain pihak yang membutuhkan. Bila tidak dilakukan hal ini maka yang terjadi adalah transaksi dilakukan terhadap barang yang belum ada atau barang yang bukan milik dari pemilik. Selain gambaran seperti tersebut, sudah umum dilakukan oleh bank syariah dalam mengimplementasikan konsep bagi hasil dilakukan dengan ditetapkan terlebih dahulu besaran dari bagi hasil bagi masing-masing pihak. Sedangkan dalam hukum Islam keadaan demikian digolongkan sebagai riba. Dalam kondisi demikian maka akad-akad bank syariah berpotensi tidak sah berdasarkan ketentuan hukum Islam, namun demikian masih sah berdasarkan hukum perdata.
Keabsahan akad dalam hukum Islam digantungkan pada pemenuhan rukun dan syarat. Rukun menurut para ahli fikih pada umumnya adalah hal yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu akan tetapi bukan bagian dari hakikat sesuatu, yang terdiri atas subjek yang berakad, objek akad, ijab qabul, dan tujuannya.

Rumusan yang lebih konkrit dalam menjabarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan oleh UUPS 2008, pada tataran regulasi dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.3/2015 tentang Produk dan Aktifitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan DSN-MUI. Sedangkan dalam tataran praktis dilakukan oleh DPS
, Notaris (Asep Rozali dkk, 2017: 246

Kemudian dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad (Asep Rozali dkk, 2017: 246-247)
, yaitu:

1. Asas sukarela, maksudnya setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;

2. Asas menepati janji, maksudnya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;

3. Asas kehati-hatian, maksudnya setiap akad dilakukan dengan peretimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;

4. Asas kepastian, maksudnya setiap akad dilaksanakan denggan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
5. Asas saling menguntungkan, maksudnya setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;

6. Asas kesetaraan, maksudnya para piahk dalam setiaap akad memiliki kedudukan setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sehingga terhindar dari praktik ribawi;
7. Asas kejujuran dan transparansi, maksudnya setiap akaad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;

8. Asas kemampuan, maksudnya setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;

9. Asas kemudahan, maksudnya setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

B. Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Akta pada Akad Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah 
Notaris dalam menjalankan Profesi memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata – mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan demi menjamin terselenggarannya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. 
Adapun hubungan notaris pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat dihadapan notaris. Karena itu, setiap bisnis termasuk didalamnya adalah bisnis syariah, selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Disamping itu, notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan legal advice kepada kliennya agar mencapai kesadaran hukum yang tinggi, yaitu menyadari dan menghayati hak kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan dihadapan notaris tidak cacat secara hukum.

Pada fungsi pelayanan, notaris yang memiliki sikap kejujuran, keadilan, transparansi dan netral (tidak memihak siapapun) menjadi nilai tambah untuk masyarakat dapat mempercayai lembaga keuangan syariah sebagai wadah tempat terjadinya akad pembiayaan murabahah yang menggunakan agunan/jaminan sebagai syarat akad pembiayaan tersebut. Kepuasan dan kepercayaan nasabah merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan adanya layanan dalam bentuk saling percaya, memiliki sikap jujur dan keadilan yang terdapat pada notaris dan diberikan kepada nasabah akan memacu kepercayaan yang memunculkan puas atau tidaknya seorang nasabah. Dalam hal ini kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Peran Notaris dalam pemenuhan Prinsip Syariah pada akad pembiayaan murabahah bil wakalah di bank syariah dapat dinilai dari pemahaman Notaris terhadap produk-produk pembiayaan di bank syariah itu sendiri. Notaris yang paham pasti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik dalam akad pembiayaan murabahah maupun akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Dengan pemahaman itu pula, Notaris dapat memberikan pendapat hukum kepada nasabah dan pihak bank terkait pelaksanaan akad.

Guna pemenuhan Prinsip Syariah, baik bank syariah, nasabah maupun Notaris harus melaksanakan akad pembiayaan murabahah bil wakalah dengan berlandaskan pada Al-Qur’an, Hadist, Ijtihad, dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan murabahah.
Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan hal yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Notaris yang membuat akad syariah harus memenuhi kepatuhan syariah (sharia compliance), yaitu ketaatan terhadap prinsip syariah yang berlandaskan al-quran, hadits, ijma’ dan ijtihad. Notaris yang memiliki kompetensi berdasarkan kemampuan memahami hukum syariah, maka ia memiliki pemahaman, kecakapan, kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk membuat akta akad perbankan syariah. Maka dari itu penting bagi notaris yang ingin berkecimpung dalam pembuatan akad perbankan syariah untuk memiliki sertifikasi syariah. Sertifikasi tersebut untuk membuktikan bahwa notaris tidak buta terhadap akad syariah. Notaris sudah terbiasa melakukan ijtihad (pendapat hukum) sendiri, karena hal tersebut sama seperti penyuluhan hukum. Ketika ada klien yang datang menghadap notaris memberikan penyuluhan hukum dan pendapat akan apa yang diinginkan klien untuk kemudian dituangkan dalam akta. Jika notaris tidak paham mengenai akad syariah, lantas ia tidak mampu untuk memberikan pendapatnya dalam pembuatan akad syariah tersebut.
 

Berdasarkan hal tersebut, notaris harus
 : 

1. Tunduk pada peraturan yang berlaku untuk memenuhi unsur-unsur syariah dalam akad. Beberapa peraturan antara lain, Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, KHES, Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pembiayaan syariah, dan lainnya. Dalam hal ini notaris harus senantiasa memperbaharui keilmuannya. 

2. Harus memahami akad syariah. Agar notaris memperhatikan rukun-rukun dan syaratsyarat dalam pelaksanaan akad, juga mengenai hal-hal yang dapat merusak dan membatalkan akad.

Dalam jabatannya tersebut Notaris mempunyai tuntutan untuk mengetahui perkembangan hukum positif. Hal tersebut, guna untuk dirinya sendiri dalam dan kewenangan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Dalam akad pembiayaan murabahah, Notaris dapat turut memastikan bahwa perbuatan hukum para pihak sudah sesuai dengan tahapan murabahah dalam hukum islam. Dengan demikian Notaris dapat memastikan kebenaran mengenai keterangan yang termuat dalam draft akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Contoh kesalahan praktik yang nyata dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah ialah sebagai berikut Dalam suatu akta akad pembiayaan murabahah bil wakalah terdapat kalimat:

“Bahwa menurut ketentuan Syariah pembiayaan oleh BANK kepada Nasabah berlangsung sebagai berikut: NASABAH untuk dan atas nama BANK telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad Wakalah Nomor XX tertanggal XXX sehingga secara prinsip Barang telah menjadi milik BANK.
 

Apabila Notaris membacakan kalimat tersebut dihadapan para pihak, dapat dinilai bahwa para pihak, para saksi, dan Notaris sadar bahwa sebenarnya akad wakalah itu sendiri baru dilaksanakan setelah akad pembiayaan murabahah bil wakalah. Mengingat bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk bersikap jujur. Maka penyataan yang termuat dalam draft akta akad pembiayaan murabahah bil wakalah menjadi tidak sesuai dengan apa yang terlaksana. Kalimat diatas akhirnya menjadi suatu keterangan palsu. Hal tersebut dikarenakan Bank Syariah dan Nasabah tidak melakukan pembiayaan sesuai dengan tahapan yang ada. Dalam Fikih atau dalam Islam, yang dicatat itu adalah yang aktualnya, bukan hanya perkataan atau formalnya (yang tertuang dalam draft Akta), tapi yang sebenarnya terjadi, dalam akutansi dikenal dengan istilah substansi mengalahkan formalitas. Jadi yang dicatat itu bukan Judul Akadnya, bukan formalitasnya, tetapi apa yang sebenarnya terlaksana antara Para Pihak. Begitupun dengan hukum sebenarnya, hukum Islam apabila dalam bermuamalah itu, yang dicatat adalah tujuannya dari akad itu sendiri. Bukan lafadznya atau strukturnya, tapi tujuan dan maksud yang sebenarnya dari suatu Akad.
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Prinsip prinsip yang diimplenetasikan notaris dalam pembuatan akta yaitu: prinsip sukarela, asas menepati janji, prinsip kehati-hatian, prinsip kepastian, prinsip saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, prinsip kejujuran dan transparansi, prinsip kemampuan, prinsip kemudahan. Peranan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah sangatlah penting. Notaris bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Saran dari penelitian ini adalah, notaris atau Pejabat PPAT dalam membuat akta untuk kepentingan akad Syariah, hendaknya tetap mengedepankan prinsip-prinsip Syariah. Hendaknya pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan terkait jabatan notaris untuk kepentingan transaksi ekonomi Syariah hendaknya mencantumkan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah yang harus dilakansakan oleh Notaris atau Pejabat PPAT.
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